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-2, ‘bahwa dalam rahgka rertingkat kah pelayanan kepada

masyarakat dalam bidang pemasangan reklame sesuai
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1 $urabaya Nomor 21_Tahun 1995 . Tentang . Pajak
Reklame, dipandang. qerlu ..menstapkan - Tatsa: Cara

Penyelesaian Izin.. dan -~ kelentuan -~ Pelaksanaan

Pemasangan Reklams. didalam Wilayah. . Xotamadya
Daerah Tingkat IT Surabaya ~ dengan menuangkannya
dalam suatu Keputusan. . DL o :

: - L
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3, Undahé—dﬁdang Nomo% 16 Tahun - 1950, tentang

Pembentukan DﬁeJab Keota: Besar dalam: . lingkungan

Prorcirsi Jawa TimpuryJaws Tengah/dawa.Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah 4d1ubah
;dengan Undang~undang Nomér. 2 Tahun 1965 3

2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1574 tentang Pdkok
- pokok Pemer1ntahan di:Daerah 3 -

-1

3. Undang undang Nomor _4. - Tahun i982 tentang
Ketentyan.Pokok PengeJQ]aan Lihgkungan Hidup;

4. Undang—undang “Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

5, Peraturan Menteri Dalam- Negeri. Nomor--7- Tahun
1995 tentang Pedpman Pemungutan Pa;ak Rekiame :

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Twngkat 11
Surabaya Nomer . 22-Tahun 1978 tentang Master
Plan Surabaya 2000 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ' Tingkat TII

Surabaya Nomor 14 Tahur 1989 tentang Susunan

Organisasi dan- Tata -Kerja Dinas- -Pendapatan

,Daerah Kotamadya Daerah Tingkat It- Surabgya

- = (- 2z - - 7
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10.

Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 7 Tahun 19972 tentang Izin
Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya :

Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat 1I1I
Surabaya Nomer 13 Tahun 1934 tentang Retribusi
Pelayanan di Bidang Bangunan ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II

Surabaya Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak
RekTame.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1
SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TZIN DAN
KETENTUAN FELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME DIDALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

a.

Pemerint a! Daerah adalah Femerintah Kotamadya
Daerabh T-rgkat 11 Surabava

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat IT Surabaya ;

Kepala ©Dinas Pendapatan Caerah adalah Kepaila
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah
Tinghat II Surabaya ;

Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang
menuirut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya
dipergunakan untuk memperkeralkan, menganjurkan
atau memujikan suatu barang, jasa atau terhadap
suatu barang, jasa atay seseorang ataupun untuk
menarilk rperhatian umum terhadap suatu barang,
jasa atau saseorang vyang ditempatkan atau dapat
dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari
suatu tempat oleh umum ;

Reklame papan ( billboard )} adalah reklame
vang diselenggarahkan denrgan menggunakan bahan
kayu, termasuk kertas ; plastik, fibre glass,
kaca, batu. logam, alat penyinar atau bahan
lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar
atau alat lain vang bersinar yang dipasang
pada tempat yang disediakan ( berdiri
sendiri }, cara digantungkanr atau ditempelkan :
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Rekiame kain zdalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain
termasuk plastik, karet atau bahan lain vyang
sejenis tu ;

i

Reklame tempel { Sticker )} adalah reklame vyang

berbentuk lembaran lepas, diselenggara- kan
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda milik
pribadi atzv pihak ‘tain dengan ketentuan

Tuasnya tidak ‘ebih dari 100 {seratus) centi
meter persegi per lembar ;

Reklame seicbaran adalah reklame yang berbentuk
lembaran ‘lepas, diselenggarakan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
kKetentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, atau digantungkan pada suatu benda
Tain ;

Reklame berjalan adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara membawa reklame
berkeli'ing oleh orang berjalan xaki ;

Rek1ame ¥xendaraan adalah reklame vang
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan
yang digerakkan oleh hewan, manusia atau tenaga
mekanik ;

Rektame caragzah adatah reklame yang
diselenggarakan dengan cara memperagakanr suatu
barang dengan atau tanpa disertai suara ;

Rek Tame udara adalah reklame yang
diselenggarakan di wudara dengan menggunakan
jas, pesawat atau alat lain vang sejenis ;

Feklame sdara adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata
yang diucapkan atau dengar suara yang
ditimbulkan dari atau cleh perantaraan pesawat
atau alat apapun ;

Reklame clide atau reklame film adalah reklame
yang diselenggarakan dengan cara menggunakan
klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-
bahan 1lain yang sejenis, sebagar alat untuk
diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar
atau benda lain atau dipancarkan dan atau
diperagakan melalui pesawat televisi ;

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas
penyelenggaraan reklame ;
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Panggung reklame adalah suatu sarana atau
tempat pemasangan satu atau beberapa buah
reklame ;

Fenyelenggara reklame adalah perorangan atau
badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas
niama pihax lain yang menjadi tanggungannya

vaan umum adalah jalarn beserta kelengkapannya
yahg dapat cipergunavan dengan bebas oleh umum
baik dengan mempergunakan kenhdaraan maupun
varjatan haki ;

Izin adalah izin penyelenggaraan reklame ;

Izin tetap adalan izin penyelenggaraan reklame
dengan masa berlaku 1 ( satu ) tahun atau
sampai adanya pencabutar ;

Izin tertkbatas adalah {zin perfiyelenggaraan
reklame dengan masa berlaku kurang dari 1 {(satu)
Tahun ;

s

zn*tia Pertimbangan Perizinan Reklame yang
selanjutnya dapat disingkat P3R adalah Panitia
Pertimbangan Ferizinan Reklame Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Surabaya.

BAB 11
PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh izin, pemohon harus
mengaiukan permohonan tertulis kepada
Fepala Dinas Pendapatan Daerah ;

Formulirs permohonan izin dimaksud pada ayat
(1Y pasal in1 disediakan di Dinas Psndapatan
Daerah

Formulir permohonan 1zin Reklame yang telah

giist sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

pasal tni harus dilengkapi dengan

a. Surat persetujuan darm pemilik tanah/
persil atau foto copy kepemilikan
tanah/persil ;

D. Foto copy Surat Kontrak Pemasangan ;

¢. Foto copy KTP/tanda pengenal airi pemochon ;



d. Foto copy tanda anggota Persatuan
Perusahaan Feriklanan Indonesia {(P31)
bila permohonan pemasangan reklame diurus
o' sh PT.yang hergerak dibidarg Periklanan/
Reklame ;

]

Foto Tokasd bertanggal :

—h

cambar lokasi letak tepat berskala 1:1000 :

g. Disa-n Raklame.

(4} Untuk raklzme tertentu disamping persyaratan
tersebut pada ayat (3) pasal ini1, diharuskan
juga

a. mengajukan permohonan IMB dengan mengguna-—
kan formuldir vyang disediakan di Dinas
Pendapatan Daerah

b, formulir permohoran IMB yarg telah diisi
dimaksud pada huruf a ayatr ini harus
dilengkapi dengan

1. gambar dan perhttungan konsiruks)
(rangkap 4) ;

[a%]

surat pernvataan hertanggung jawab atas
perhitunzan be*ton atauy bajia {rangkap 2);

3. surat bukti xepemilikan tanah /  persil
{rangkap 2} :
4. foto copy IMB (hbila reklame akan di-

Pagary diatas bangunan yang bersang-

butarn
5. fotc copy KTP, tanda lunas PRB tahun
terasnir dan NPWPD ;

{5) Peklame dimaksud pada avat (4) pasal inj
adalah raklame sanan (billboard) yang
menggunakan konstruksi dengan ketentuan
sebagai kerikut

a. luas bidang reklame 8 m2 keatas dengan
ketinggran tiang konstruksi diatas 3 m dari
permukaan jalan/tanah ;

b. Tuas bidang reklame kurang dari 8 m2 dengan

ketinggian tiang konstruks: 5 m keatas
dari permukaan jalan / tanan ;

{TAREK-tcat?
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(4)

c. vang berada diatas gedung dengan luas
bidarg reklame 2 mZ keatas

Masing-masing terkas tersebut pada ayat (3)
n {4 pasal ini harus dimasuvkan dalam map
andiri/terpisah.

a
ar

n

BAB III
PENYELESAIAN IZIN

Fasal 3

Berkas p=rmohonan IMB rekiame dimaksud dalam
pasal 2 ayat (5] Keputusan ini, oleh Dinas
Pendapatan Dasrah dikirymkar Kkepada Dinas
Pengawasan Bangunan Daerah untuk diproses
Tebih Tajut ;

Berkas permohcnan 1zin dimaksud dalam pasal 2
ayat (3) Keputusan iri diproses lebih Tlanjut
oieh Dinas Pendapatan Caerah setelah mendapat
parsatyiuan dari ¥Kepala Dinas Pertamanan
Daerah dan tanpa melalui P3R ;

Dalam prosss terszhbut pada ayat (2) pasal  ini

Cinas Pendapat:zn Daerah melakulas kagiatan

3. nenyilan’-an konsep surat penclakan
cernohonan 1z1in {1ika permohonan di
totak)

b. menyiapkan konsep surat izin {(jika per-
motonan dikabulkan

. membegrikarn pengantar pembayaran pajak
rekiame kepada pemchor ssetelah pemohon
mambayar retribusi izIn pemakaian

S

jatan fkbhusus di damira)

d. setelah pemohon memberikan 1 (satu) Tembar
bukti pembayaran pajak, kepadanva diberikan
beterangan dapat muliai memasang reklame
disertai syarat harus memberitahukan kepada
Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat mulai
memasang

e. bersamaan dengan kegiatar tersebut pada
nuruf d ayat ini konssep surat izin diproses
campal selesad.

Berkas permohonan izin dimaksud dalam pasal 2
ayat (&5} Keputusan ini, oleh Dinas Pendapatan
Daerah dilkirimkan kepada P2R .
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rasil pertimbangan P3R disampaikan kepada
D rnas Paendapatan Daerah ;

Dinas Fendapatan Daerah berdasarkan
certimbtangan cari P3R melakzakan kegiatan :
a. menyiapkan konsep surat penolakan

Larmohonan izin {jika permohonan ditotlak)} ;

b. menyiapkan konsep surat izin (jika per-
mchonan dikabulkan)

memberikan pengantar Lembayaran cajak
reklame kepaca pemohon setelah pemohon
membayar Retribusi IMB dati Retribusi
1Zn pemakaian sementara jalan atau
Ruang Terbuka Hijau Kota (khusus pe-
masangan reklame di damija atau Ruang
Terbuka Hijau Kota yang dikuasai oleh
Femerintah Dasranh) :

I

¢. satelah pemchon memberikan 1 {satu) lembar
Pukti pembavaran pajak kepada Dinas
Pendapatan  Daerah kepadanya diberikan
keterangan dapat mulai memasang reklame
dissrtai syarat harus memberitahukan kepada
Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat mutai
memasang

e. oersamaan dengan kegiatan tersebut pada

huruf d ayat iny konsep surat 1z4n diproses
sampal selesai.

BAB IV
PANITIA PERTIMBANGAN
PERIZINAN REKLAME (P3R)
Pasal &5

P3R berkekudukan sebagai staf teknis dan

bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepata
Daeran melalui Sekretaris Kotamadya Daerah

a.

O

Ketua I merangkap anggota, Kepala Dinas
Pertamanan Daerah :

Katua IT merangkap anggeta, Kepala Dinas
Pelarjaan Umum Daerah ;

Sekretaris merangkap anggota, Kepala Dinas
Fendapatan Dasrah :

Anggota:
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“apala Dinas Tata Kota Daerah;

Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
Kepala Bagian Perekonomian

Kepala Bagian Organisasi ;

Kepala Bagian Hukum ;

¥epala Satuan Polisi Pamong-Fraja ;
¥=nala Bagiran Keuangan ;

wr Iy

~ DL

Pasal 6

-
—
L)

Tugas potok P 3 R adatlah

a. Membarikan pertimbangan kepada Waiikota-
madya Kepala Daerah atas permohonan izin
dari y2nis reklame papan (billboard) ;

(=2

certimbangan dimaksud pada huruf a ayat int
didasarban pada

1. Tata tetak ;

2. Bentuk ukuran estetika dan etika ;

3. Konstruksi ;

4. Gangguan terhadap ketertiban umum ;
5. Penerimaan Daerah ;

§. Pertimbangar lain yang dianggap perlu.

(2} Untuk nenyelenggarakan tugas pokok tersebut
pada ayat (1) pasal iny P3R mempunyai fungsi

4. Kocr~dinasi dalam arti membina Kkerjasama
dengan semua instansi maupun Badan swasta
yang ada hubungannya dengan masalah
reklamse;

b. renatausahaan dalam arti pengurusan tata

usaha vang berhubungan dengan pemberian
periimbangan atas permohonan izin.

Pasal 7
(1) Titik berat tugas anggota P3R

b, Ketua 1

- bertanggung jawab dalam bidang
perencznaan ;

~ memimpin dan mengkoordinasikan tugas
panitia ;
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C. Ketua 11

- bertanggung jawab dalam bidang
pelaksanaan ;

- memimpin dan mengkoordinasikan tugas
panitta jika Ketua I berhalangan
4. Sekretaris
iAembantyu tugas Ketua I dan atau Ketua
datlam bidang administrasi ;

i
=)

&. Ahggotsa
Member:kan pertimbangan sesuai dengan titik
berat tugas masing - masing

1. Pertimbangan mengenas tata Tetak,
tokasi,bentuk, ukuran, =stetika, etika,
keindahan linghungan dan keindahan kota
diberikan oleh 0inas Pakerjaan Umum
Daerah, Dinas Partamanan Daerah dan
Dinas Tata Kota Daerah ;

Pertimbangan mengenai konstruksi
diberikan o©leh Dinas Pekerjaan Umum
Daerah dan Dinas Pengawasan Bangunan
Daerah ;

3

3. Pertimbangan mengenai ketertiban umum

diberikan oleh 8Satuan Polisi Pamong
Pra:a ;

4. Pertimbangan mengenai persyaratan
administrasi diberikan oleh Bagian

Hukum, Bagiarn OQrganisasi dan Bagian
Perekonomian;

5. Pertimbangan megenai penerimaan Daerah
diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah,
Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan;

Datam hai-hal tertantu yang dipandang perlu
P3R dapat meminta pertimbangan dari instansi
ter¥ait.

Untuk kelarncaran tugasnya, Ketua P3R capat
menunjuk FPembantu Pelaksana vang dipertukan
vang berasal dari instansi yang duduk sebagai
anggota P3R.

BAB V
TATA KER.JA
Pasal 8

Mekanisme keria P2R dikoordinasikan oleh
Dinas Pertamanan Daerah ;
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(1)

(1)

2)

(3}

P3R mangazlakan  rapat untuk membahas per-—
mohonan 1zZin tersebut minimal 2 ( dua ) kali
datam satu minggu atau menurut kebutuhan ;

Untuk meningkatkan pelayanarn pemberian 1izin
di1lakukan pelayanan 1 { satu ) atap antar
instarsi varg terkait,

Pasal 9

Pads relklame yang dipasang dan tetah
memperoleh 1zin secara resmi diberi tanda/Kode
berupa stiker/plat izin yang ditetapkan
oleh Walikotamadya Kepala Caerah |

Bentuk, ukuran dan jenis stixker/plat dzin
untuk masing-masing jenis reklame akan
ditentukan tersendiri oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

BAB VI
PELTMPAHAN WEWENANG
PENANDATANGANAN DAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN IZIN

Pasal 10
Untur rerandatanginarn izin baru/perpanjangan/
penclaran permohonan izin, dilaksanakan oleh

Kepala Cinas Pendapatan Dasrah ;

Untuk penandatanganan izin baru/perpanjangan/
penclakan permchonan izi1n Kkarena memberikan
partisipasi, dilaksanakan olek Kepala Dinas
Pendapatan Daerah setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari P3P ;

Keputusan ini berlak. sebagai dasar pelimpahan
wewenang Walikotaradya kepaia Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini.

Pasal 11

Penyelesaian izin baru untuk jenis reklame
papan (billpoard) paling lama 15 (1lima belas)
hari setelah permohonan izin diterima dan
dicatat di Dinas Pendapatan Daerah dengan
ketentuan persyaratan permohonan lengkap,
sedanakan untuk perpanjangan izin,
penyelesaiannya paling lama 10 {(sepuluh) hari
setslah permohonan izin diterima dan dicatat
oleh Dinas Pendapatan Daerah
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(2} Penyelesaran izin untuk ienis reklame kain,
tempel, selebaran, berjalan, kendaraan,
peragaan, udara, suara, slide atau film paling
tara 6 {enam) hari setelah permohonan izin
diterima dan tercatat di Dinas Pendapatan
Dasrah dengan hetentuan persyaratan permohonan
Tengkap, sedangkan untuk perpanjangan jenis
reklame tersebut paling lama 4 ( empat ) hari.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 12

(1) Izin untuk jenis reklame papan (billboard),
tempel dan kendaraan berlaku 1 {satu) tahun ;

{2} Izin untuk jenis reklame kain, selebaran,
berjalan, peragaan, udara, suara, dan sltide

atau film berlaku paling tama 30 (tiga
pulun hart),

BAR VIII
LARANGAN

Bagian Kesatu
Reklame Ditempat Tertentu

Pasal 13
Ditlarang memasang reklame papan
a. Di jalur hijau jalan dan pulau-pulau jalan ;

b, Di taman kota, taman lingkungan, hutan kota dan
Taman monumen

C. Di Daerah Milik Jalan ( DAMIJA ) ;

d. Di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggu?l
sungai ;

e. Di lapangan olah raga terbuka ;

f. Di persil/lokasi/halaman dan gedung atau
bangunan Pemerintah/ ABRI :

9. Di jembatan-jembatan
h. Jenis tiang dan atau moncol yang sebagian atau

seluruh papan reklamenya berada diatas daerah
milik jalan (DAMIJA),.

(TAREK-foat)
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Pasal 14

Femasangan reklame tetap jenis tiang dan
atauy moncol yang berada pada bangunan, minimal
harus mempunyai ketinggian 3,5 (tiga setengah)
meter dari permukaan jalan atau tanah.

Pasal 15

Dijarang menempatkan/memasang reklame
sepagai berikut

a. Jenis reklame spanduk, baliho,banner, umbul-2

1. Pada tiang-tiang listrik/telepon/pasnerangan
jalan umum,pada pohon dan pagar taman

Pada tiang-tiang traffic light ;

Fada +tiang-tiang Bendera Merah Putih milik
Pemerintah Daerah ;

Melintang jalan ;

Jalur Hijau (kecuali dipasang pada panggung
reklame)

0

[& 1 3¢

b. Jenis reklame selebaran
Pada tembok-tembok, pagar, rumah, pohon,
pelindung, tiang 1listrik, tiang telepon dan
sejenis yang dapat mengotori dan merusak
keindahan kota,

Bagian Kedua
Ketentuan Khusus

Pasal 16

{1) Permohonan pemasangan reklame di tempat-tempat
milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dapat diizinkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Daerah apabila pemohon izin pemasangan reklame
memberikan partisipasi dalam bentuk
pembangunan/perbaikan/pemeliharaan prasatrana
atauy sarana fasilitas umum kota, uang atau
dalam bentuk lain ;

(2) Peiaksanaan partisipasi dalam bentuk pem-
bangunan/perbaikan/pemeliharaan prasarana atau
sarana fasilitas umum kota atau dalam bentuk
lain ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari
P3R ;

{3) Apabila partisipasi diberikan dalam bentuk
uang, maka pengaturan penerimaan dan
penggunaannya ditetapkan sebagaimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini ;
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(2)

(1)

(2}

(3)

- 13 -

Untuk memperoleh 1izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal 1ini, kepada pemohon
diwajibkan mengajukan parmohonan sesuai
ketentuan dalam pasal 2 Keputusan ini ;

P3R mengadakan penelitian baik administratif
madpun  taknis dilapangan terhadap permohonan
izin Pemasanhgan Rektame sebagaimana dimaksud

rada ayat (1) pasal ini dan mengambil
keputusan/memberikan pertimbangan unt uk
disetsjui =atau ditciak yang dituangkan dalam

Reritz Acar:

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) pasal 1ni disampaikan kapada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah untuk diproses pemberian
surat izin/surat penolakan permohcnan izin ;

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Dengan Ketentuan Khusus

Pasal 17

Jangka waktu berlakunya izin dengan ketentuan
khusus adalah 1 {satu) tahun dan dapat
diperpanijang sesuai dengan hketentuan yang
bertaku ;

Apabi1la jangka waktu pemasangan reklame sudah
habis perpanhjiangan 1izin dapat diberikah
setealah memenuhi partisipast baruy kepada
Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kepada pemegahg izin dikenakan uang jaminan
bongkar ;

Uang jaminan tersebut akan dipergunakan oleh
Pemerintah Daerah untuk membongkar/membersih-
kan reklame yang terpasang dan sudah habis
masa berlakunya namun tidak dibongkar/diber-
sihkan oleh pemegang izin ;

Pemegang 1zin diberi kesempatan untuk melaku-
kan pembongkaran/pembersihan dimaksud pada
ayat (2} pasal ini selambat-lambatnya daltam
waktu 30 ( tiga puluh } har: kalender ;
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Penggunaan wdang jaminan bongkar dimaksud pada
ayat (2) pasal ini tidak diperiukan adanya
pemberitahuan lebih dahulu kepada pemberi uang
jaminan bongkar/pemegang izin ;

Apabila pemegang 1izin meiaksanakan pem—
bongkaran/pembersihan terhadap reklame yang
terpasang dan sudah habis masa berlakunya,
uang jaminan akan dikembalikan kepada pemegang
izin lewat surat permohonan restitusi ;

Batas waktu permohonan restitusi uang jaminan
bongkar adatlah 1 (satu) tahun sejak reklame
habis masa izinnya ;

Persyaratan restitusi adalah, sebagai berikut

a. Surat permohonan kepada Kepala Pinas
Pendapatan Daerah ; s

b. Foto reklame ;

¢. Berita acara pemeriksaar oleh petugas Dinas
Pandapatan Daerah ;

Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud
datam pasal ini ditetapkan sebagai berikut

a. Tuas bidang reklame sampai dengan 4 m2
sebesar Rp. 5.000,00 {(1ima ribu rupiah) per
meter persegi ;

b. luas bidang reklame lebih besar dary 4 m2
sampa1 dengan 8 m2 sebesar Rp. 10.000,00
{sepulubh ribu rupiah) per meter persegi ;

c. luas bidang reklame lepih bésar dari 8 m2
keatas sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh
ribu rupiah } per meter persegi ; .

Pasal 19

Kepada Ketua I, Ketua 1II, Sekretaris dan
Anggota P3R diberikan biavya operasional
sebanyak-banyaknya $ebesar ., Rp. .50.00G,00
{Tima puluh ribu rupiah) setiap bulan :

Kepada Pembantu Pelaksana F3R diberikan biaya
operasional sebanyak—-bahyaknya sebesar
Rp. 40.000,00 {(empat puluh ribu rupiah) setiap
bulan ;
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{3) Kepada Petugas Pembantd Administrasi Panitia
Pertimbangan Perijinan Reklame (P3R) diberikan
biava operasional sehanyak-banyaknya .-
Rp. 392.000,20 (tiga puluh ribu rupiah) setiap
cutlan ;

{4) Membebankan biaya operasional sebagaiamana
dimaksud pada avat (1), (2) dan (3) pasal ini
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kot smadva Daerah Tingkat IT Surabaya (Anggar-
an Dinas Pendaratan Daerah pasal 2.2.4-1084),

Pasal 20

(1) walikctamadya Kepala Daerah dapat menetapkan
tempat-tempat tertentu sebagai panggung/taman/
fasilitas pemasangan reklame di lokasi milik
atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

(2) walikotamadya Kepala Daerah menugaskan P3R
untuk memberikan saran/masukan dalam
menetapkan tempat-tempat tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;

o~~~
3

Cengan memberikan partisipasi kepada
Pemerintah Daerah pihak ketiga dapat membangun
panggung reklame sekaligus memasang reklame
ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ;

(4) Besarnya partisipasi dan persetujuan
pembangunan kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal im ditetapkan
oleh walikotamadya Kepala Daerah.

BAE X
PENUTUP
Pasal 21

Dengan ditetapkannya Keputusan ini,

Keputusan Walikctamadya Kepala Daerab Tingkat II
Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Tata Cara
Penyelesaian Izin dan Ketentuan Pelaksanaan

Pemasangan reklame didalam wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1
April 1848 ;
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{2} Mengumumkan Keputusan 1ini dalam lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B AYA
Pada tanggal 10 NOPEMBER 1998

WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ins disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. 8dr. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Wilayah v-
Surabaya
Sdr. Pimpinan Dewan Ferwakilan Rakyat
Kotamadyz Daerah Tingkat II Surabaya
4, Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. 8dr. Kepala Dinas Pandapatan Daerah ;
Kotamadya Dati, II Surabaya ;
§. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah KMS ;
7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Set Kodya Dati II
Surabaya ;
8. 8dr. Kepala Bagian Organigsasi Set Kodya Dati I1I
Surabava

LM

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya Tahun 19388 Seri D.3, pada tanggal 10
Nopember 1998 Nomor 71.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SekretBris Kotamad$a Daerah
»oeLingkat 11 SurAbaya

¥ A
g Yy

At Kepala Bagianfﬁbkum

- 1"‘ - -
P

\ 1y
LSS
j* - S
KODRAT, SAMADIKUN, SH.
* Penata Tk.I
Nip. 510 036 885

(TAREK-taat)



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR : 92 TAHUN 19¢g
TANGGAL : 10 NOPEMBER 1998

KETENTUAN PENGATURAN PENERIMAAN Da&N
PENGGUNAAN UANG PARTISIPASI PEMBERIAN
IZIN DENGAN KETENTUAN KHUSUS

1. Uang partizirast karana pemberian izin dengan ketentuan khusus
diterima gan dicatat d» Bendaharawar Knusus Fenerima opada
Dinas  Pendapatan Daerah melalui Pg UKr  fUrusan Kas dan
Perhitungan)

]

Pencguraar  atau pengeiuaran uang partigipasi ditetapkan olen
valikotamadya Kepala Daerah ;

3. Untuk Biaya pengawasan ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas
Koma Tima Psrsen) dari jumlah uang partisipasi yahg telah
diterima dengan rincian sebagai berkut

- braya Pengawasan 3,5% (tiga koma lima persen) ;

- brava penertiban 6.0% (enam koma nol persen;:

- biaya rapat dan tain-Tain 1,5% (satu komalima persen);
- biaya sekretariat 1,5% (satu koma 1ima persen):

4, Pembagian biaya pengawasan ditetapkan =leh Walikotamadya
Kepala Daerah.

WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

ttd
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai denhgan .aslinya
A.n. Sekretatis Kctama va Daerah
Tingkat II Suriabaya
) KepalafBagian;Hukum

A
S
KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk.I
Nip. 510 026 885

TAREK-tcat)



